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I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
D Indonesa pada umumnya ada hak 
yang dberkan kepada seluruh masyarakat 
yatu berupa hak atas pengakuan, 
perlndungan, kepastan hukum, dan yang 
palng pentng adalah perlakuan yang sama 
dhadapan hokum atau yang dsebut juga 
dengan stlah (Equality before the law).
Pengaturan mengena hak-hak 
warganegara  tu menjad prnsp utama 
Negara Indonesa. Kelemahan yang serng 
terjad d Indonesa saat n adalah serngnya 
terjad penyalahgunaan wewenang oleh 
aparat penegak hukum tu sendr yang 
ujungnya secara halus memangkas hak-
hak dar warga Negara d hadapan hukum. 
M. Scheltema mengatakan “Setap negara 
hukum pada prnspnya terdapat empat asas 
utama yatu asas kepastan hukum, asas 
persamaan, asas demokras, asas bahwa 
pemerntah dbentuk untuk melakukan 
pelayanan terhadap masyarakat.”2 Namun 
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Legal writing on the authority of the commission is entitled to the prosecutor’s duty to 
carry out supervision authority specifically to the public prosecutor. The background of 
the writing of this law is the increasing distrust and dissatisfaction of the public on the 
performance of law enforcement agencies and institutions secaara public prosecutor’s 
office in particular. The method in this research is using normative where in the writing of 
this law into the background issues penelituan is going to commissions and the prosecutor 
in the line of duty to supervise the performance of the public prosecutor and what are the 
constraints commission prosecutor in supervision where the constraint is divided into two 
parts: internal constraints and external constraints. In the study found that in order to carry 
out the process of supervision of the public prosecutor, the prosecutor commission can not 
directly supervise, why is that? this is because there is an internal watchdog in the body 
prosecutor who take a stand if there is a public prosecutor alleged violation. Constraints of 
commission prosecutor in carrying out the control can be internal constraints such an evil do 
not want sightings of the prosecutor who was in trouble, while the external constraints such 
as obstruction by certain groups who want to impede the work of the commission prosecutor. 
Therefore let fungis of the prosecutor commission is enforced to match the function of other 
commissions in Indonesia is the role bgitu stand out and let people participate in helping 
carry out the task of the prosecutor’s commission.
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pada pelaksanaannya terhadap hal tersebut 
serng kal terjad penyalahgunaan dalam 
prakteknya.
 Dalam system peradlan hokum d 
Indonesa khususnya,Asas kepastan hukum 
yang notabennenya dterapkan dalam 
sstem peradlan. Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakman 
dtambah dengan perkembangan hukum d 
dalam masyarakat yang berkembang sepert 
saat n, maka dbentuklah Undang-Undang 
Republk Indonesa No.16 Tahun 2004 
tentang Kejaksaan yang secara luas bertujuan 
untuk membatas dan member rambu rambu 
agar tdak terjad penyalahgunaan wewenang 
serta pemangkasan hak hak yang ada pada 
masyarakat khususnya d muka hukum.3
Salah satu yang merupakan bagan 
dar penegak hukum khususnya kejaksaan 
dwajbkan untuk ambl peran pentng dalam 
proses penegakkan hukum d Indonesa 
yatu dengan melakukan perlndungan 
terhadap kepentngan umum, penegakan hak 
asas manusa, serta pemberantasan tndak 
pdana korups, kolus dan nepotsme pada 
umumnya.
Untuk melaksanakan kewajbannya, 
Kejaksaan yang secara khusus mendapat 
kewenangan dalam melakukan penuntutan 
wajb  mewujudkan kepastan hukum 
dalam kehdupan bernegara, keadlan dan 
kebenaran berdasarkan hukum dan dengan 
memperhatkan dan menjunjung tngg 
nla berdasarkan keagamaan, kesuslaan, 
kesopanan, kemanusaan, keududkan 
hukum, serta keadlan ddalam kehdupan 
bermasyarakat.4
Dalam menjalankan tugasnya jaksa 
dalam melakukan kewenangannya dlndung 
oleh kode etk profes, Kode etk nlah yang 
berfungs untuk mencegah adanya turut serta 
terhadap ntervens dar pemerntah maupun 
masyarakat ddalam proses jaksa untuk 
menerapkan hak hak warga negara dhadapan 
hukum.5 Kode etk nlah yang mengatur 
tantang batasan terhadap hal apasaja yang 
boleh maupun yang tdak boleh dlakukan 
oleh jaksa dalam melakukan tugasnya.  
Kejaksaan pada perkembangan saat n 
mendapat sorotan khusus oleh masyarakat, 
namun pada umumnya tdak hanya terhadap 
kejaksaan saja sorotan tersebut dberkan 
oleh masyarakat, hal n karena ketdak 
puasan masyarakat terhadap knerja mereka. 
Aparat penegak hukum khususnya dan 
anggota kejaksaan pada khususnya dnla 
tdak belum memberkan rasa keadlan 
bag masyarakat d muka hukum sehngga 
beberapa waktu terakhr n masyarakat 
merasakan kalau kata “adl” sudah menjad 
suatu hal yang susah untuk ddapat.
Masyarakat serng kurang begtu 
paham dengan aturan hukum menjad bulan-
bulanan aparat penegak hukum, smak saja 
beberapa waktu lalu dmana seorang nenek 
dseret dmuka persdangan dkarenakan 
tuduhan mencur sebatang kayu bakar, dan 
mash banyak lag contoh contoh kasus 
lannya.
Serng sekal perbuatan oknum 
penegak hukum yang yang menympang 
dlaporkan kepada nstans oknum tersbut 
masng masng, namun pada prakteknya 
laporan tersebut berhent dan hlang, entah 
sampa mana proses terhadap laporan 
5 E. Sumaryono,1995, Etika Profesi Hukum, Kansus, 
Yogyakarta, hlm.35.
3 Achmad Al, 2009, Pengawasan Knerja Kejaksaan 
Indonesa, Kencana Prenada Meda Group, Jakarta, 
hlm.212.
4 Syamsul Wahdn,  2012,  Dimensi Penegakan Hukum, 
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.43. 
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masyarakat tersebut, khusus untuk oknum 
jaksa yang berwenang adalah Kejaksaan 
Agung. Faktanya laporan yang dajukan oleh 
masyarakat tersebut tdak ada kejelasan atas 
apa tndak lanjut yang sudah dlakukan oleh 
nstans tersebut.
Penyalah gunaan maupun 
penympanagan yang telah dlakukan oleh 
aparat penegak hukum yang dalam peneltan 
n dkhususkan kepada Jaksa. Kualtas 
aparat penegak hukum sepanjang n drasa 
kurang memuaskan, mayortas reportnya 
sangatlah tdak memuaskan meskpun 
demkan tdaklah sedkt yang memlk 
report memuaskan.6
Sebaga salah satu lembaga yang 
serng dkrtk buruk, kejaksaan saat n 
wajb untuk merubah sstem pengawasan 
terhadap drnya sendr, apabla tdak segera 
melakukan perbakan bukan tdak mungkn 
pada waktu mendatang kejaksaan akan 
semakn bobrok bahkan akan hancur atau 
bsa juga untuk dbubarkan.
Amanat Undang-Undang tentang 
kejaksaan bsa djadkan landasan untuk 
menjawab atas upaya dbentuknya Koms 
Kejaksaan khususnya dalam membantu 
untuk melakukan pengawasan terhadap 
jaksa yang menjalankan fungsnya sebaga 
penuntut umum. 
Keberadaan koms kejaksaan 
sebelumnya telah datur dalam Perpres No. 
18 tahun 2005 tentang koms kejaksaan RI 
yang dmana pembentukan Koms Kejaksaan 
bertujuan untuk menngkatkan kualtas 
dan kuanttas  kejaksaan secara umum dan 
anggota kejaksaan pada khususnya.  
Keterbatasan manusa dalam hal 
nlah yang harus kta sadar, atasan tdak 
selalu bsa mengawas bawahannya dengan 
sebak mungkn, oleh karena tu mengngat 
telah dtentukan oleh UU No.16 Tahun 
2004 dalam Pasal 38 Undang-Undang 
yang menyatakan “untuk menngkatkan 
kualtas knerja kejaksaan, presden dapat 
membentuk sebuah koms yang susunan 
dan kewenangannya datur oleh presden”.
Berdasarkan uraan datas, maka penuls 
mengankat judul mengena  kewenangan 
koms kejaksaan terhadap tugasnya untuk 
melakukan pengawasan terhadap penuntut 
umum.
1.2  Rumusan Masalah
1) Bagamanakah sstem kerja koms 
kejaksaan untuk melakukan 
pengawasan terhadap penuntut 
umum?
2) Kendala apa sajakah yang ddapat 
koms kejaksaan terhadap fungsnya 
melakukan pengawasan terhadap 
penuntut umum?
1.3  Tujuan Penelitian
Bagan n mengurakan mengena 
apa yang ngn dcapa oleh Penelt terkat 
dengan masalah yang terdapat ddalam 
tubuh koms kejaksaan. Tujuan Penelt 
adalah untuk mengetahu  dan mencar data 
yang akan danalss dalam upaya menjawab 
permasalahan hukum yang dajukan, yatu : 
1) Untuk memperoleh dan menganalss 
data tentang faktor yang menjad dasar 
pertmbangan koms kejaksaan dalam 
melakukan pengawasan terhadap tugas 
jaksa sebaga penuntut umum.
2) Untuk mengetahu kendala koms 
kejaksaan dalam melakukan 
pengawasan terhadap knerja jaksa.
6 Sudarto, 2006, Kapita Selekta Hukum Pidana, PT. 
Alumn, Bandung, hlm.143.
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Untuk memperoleh dan menganalss 
data tentang kendala bag koms kejaksaan 
dalam mengkualifikasikan bahwa jaksa 
tersebut telah melakukan kesalahan dalam 
menjalankan tugasnya sebaga penuntut 
umum.
II. Metode Penelitian
2.1. Jenis Penelitian
Pada peneltan n, jens peneletan 
yang dgunakan adalah peneltan  hukum 
normatf yang dsebut juga dengan peneltan 
hukum dogmatk (dogmatic law research)7.
2.2. Jenis Pendekatan
Peneltan n bertumpu pada peneltan 
normatve dengan menggunakan pendekatan 
perundang-undangan yang dmana dgunakan 
untuk mengkaj peraturan-peraturan 
perundang-undangan dan lterature yang 
terkat dan relevan dengan permasalahan 
yang dbahas.
2.3. Sumber Bahan Hukum
1) Bahan hukum prmer, yatu bahan 
hukum yang berupa peraturan 
perundang-undangan yang mengatur 
tentang koms kejaksaan, kejaksaan, 
tugas jaksa sebaga penuntut umum, 
yatu :
Ktab Undang-Undang Hukum Pdana 
dan Ktab Undang undang Hukum Acara 
Pdana, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 
tentang Kejaksaan Republk     Indonesa, 
Peraturan Presden Nomor 18 tahun 2005 
tentang Koms Kejaksaan.
2) Bahan hukum sekunder, berupabuku 
dan lteratur yang menyangkut tentang 
pembahasan yang dangkat oleh 
penuls.
2.4. Teknik Pengumpulan Bahan 
Hukum
Metode yang dgunakan dperoleh 
dengan cara mengumpulkan peraturan 
perundang-undangan, lteratur-lteratur, 
maupun jurnal yang berkatan dengan 
peneltan n, kemudan terkat dengan 
persoalan datas dteruskan melalu analsa 
bahan-bahan hukum tersebut. 
2.5. Teknik Pengolahan dan Analisis 
Bahan Hukum
Teknk pengolahan yang dgunakan 
dalam peneltan n menggunakan 
argumentas, deskrps, sstematsasa serta 
ntepretas. 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. SISTEM KERJA KOMISI 
KEJAKSAAN UNTUK 
MELAKUKAN PENAWASAN 
TERHADAP PENUNTUT UMUM
Secara umum pengertan jaksa 
djabarkan dalam Undang-undang Nomor 16 
tahun 2004 tentang Kejaksaan dalam Pasal 
1 (1) mejelaskan mengena apa tu jaksa, 
yatu adalah pejabat yang secara fungsonal 
yang deberkan kewewenang untuk menjad 
penuntut umum dan menjalankan putusan 
pengadlan yang telah berkekuatan hukum 
tetap serta kewewenang lannya sesua 
dengan yang  telah dtentukan oleh Undang-
undang, oleh karena tu jaksa lah satu-satunya 
pejabat Negara yang berwenang untuk 
menuntut terdakwa dmuka persdangan.
Ketentuan Undang-undang Nomor 
16 tahun 2004 menjelaskan dalam Pasal 1 
(2), tentang sapa dan apa penuntut umum 
7 Peter Mahmud Marzuk, 2009, Berbagai Macam dan 
Bentuk Penelitian Hukum, Kencana Prenada Meda 
Group, Jakarta, hlm.35.
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tu, penuntut umum adlah jaksa yang dber 
kewewenang oleh Undang-undang untuk 
melakukan penuntutan dan melaksanakan 
penetapan hakm. Pada dasarnya JPU wajb 
menjunjung tngg terhadap kesamaan 
dalam kedudukan hukum setap masyarakat 
d hadapan hukum (equality before the law) 
hal nlah  yang menjad tugas jaksa sebaga 
penuntut umum secara umum.
Penuntut umum memlk wewenang 
melakukan penuntutan terhadap sapapun 
yang ddakwa karena telah melakukan suatu 
tndak pdana. Pproses untuk dlmpahkannya 
perkara yang berwenang adalah cara untuk 
mengadl berdasarkan ketentuan dalam pasal 
14 KUHP menjelaskan, bahwa wewenang 
penuntut umum antara lan :
a. Menerma dan memerksa berkas 
perkara penydkan dar penydk.
b. Mengadakan prapenuntutan apabla ada 
kekurangan pada penydkan dengan 
memperhatkan pasal 110 ayat 10 dan 
pasal 4 KUHP, dengan memberkan 
petunjuk dan rangka penyempurnaan 
penydkan dar penydk.
c. Memberkan perpanjangan penahanan, 
pelaksanaan lanjutan dan atau 
mengubah status tahanan setelah 
kasus perkaranya dlmpahkan oleh 
penydk.
d. Membuat surat dakwaan.
e. Melmpahkan perkara ke pangadlan.
f.  Menyampakan kepada terdakwa 
tentang ketentuan har, waktu perkara 
dsdangkan yang dserta dengan 
surat pangglan, bak kepada terdakwa 
maupun kepada saks untuk datang 
pada sdang yang telah dtentukan.
g. Melakukan penuntutan.
h. Menutup perkara dem kepentngan 
hukum.
. Mengadakan tndakan lan dalam 
lngkup tugas dan tanggung jawab 
sebaga penuntut umum menurut 
ketentuan Undang-Undang nomor 16 
tahun 2004 tentang kejaksaan.
j. Melaksanakan penetapan hakm.
Berdasarkan ketentuan datas, sebaga 
penuntut umum haruslah melmpahkan 
berkas perkara yang sudah lengkap tersebut 
ke pengadlan untuk nantnya segera 
dproses. 
Secara khusus kejaksaan yang 
merupakan lembaga negara yang serng 
mendapat krtk keras haruslah segera 
mengambl skap agar nantnya tdak 
semakn menghancurkan tubuh kejaksaan 
tersebut, oleh karena tu wajblah untuk 
selalu berkordnas dalam melakukan 
pengawasan terhadap lembaganya dengan 
koms kejaksaan pada khususnya. 
Adanya Koms Kejaksaan merupakan 
saran dar Undang-Undang No.16 tahun 
2004 tantang kejaksaan. Pasal 38 Undang-
Undang tersebut member amanat untuk 
sebuah jawaban atas tujuan terbentuknya 
Koms Kejaksaan yang memlk tugas 
untu membantu mengawas jaksa sebaga 
penuntut umum. 
Koms Kejaksaan dbentuk sesua 
dengan ketentuan Undang-Undang kejaksaan 
tujuan salah satunya untuk menakkan kualtas 
dar knerja jaksa. Tugas untuk memantauan 
dan menla atas seluruh anggota d dalam 
tubuh kejaksaan tentunya merupakan tugas 
yang sangat berat untuk  dlakukan oleh 
Koms Kejaksaan jka djalankan sendr 
tanpa ada bantuan dar phak manapun.
Harkrstut Harkrsnowo, mengungkap-
kan bahwa sebenarnya tugas yang dberkan 
pada jaksa yatu:
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1. To enforce the law on behalf of the 
people in the name of the state,     and
2. To ensure that justice is accomplished 
by not procsecuting those for whom 
evidence is lacking or whose guilt is in 
serious doubts.
Berdasarkan kutpan kutpan datas 
menyatakan kalau jaksa yang notabenenya 
sebaga penuntut umum memlk wewenang 
khusus yang dmana penegak hukum lannya 
tdak memlk kewenangan tu. 
Ada tga komponen yang sangat 
berpengaruh dalam PLO (professional legal 
organization)  tersebut, yatu: sumber daya 
manusa, nstans dan sub lan dalam system 
peradlan (hakm, penydk serta advokat).8
Dalam Undang-Undang kejaksaan 
maupun PP No. 30 Tahun 1980 pengawasan 
dlaksanakan dengan cara melekat, yatu 
pengawasan langsung dar seorang atasan 
turun langsung untuk mengawas anak 
buahnya menurut herark yang yang 
dwujudkan kedalam aturan yang sesua 
dengan DP3 (daftar penlaan pelaksanaan 
pekerjaan) dan eksamnas, hal n rskan 
menimbulkan konflik kepentingan didalam 
tubuh kejaksaan tersebut. 
Dalam melaksanakan tugasnya, Koms 
Kejaksaan dalam hal menentukan dugaan 
pelanggaran peraturan kednasan maka 
yang dlakukan adalah dengan menjalankan 
langkah-langkah sepert memperhatkan 
perlaku jaksa, yatu aturan yang dgunakan 
sebaga panduan untuk mengatur tngkah 
laku Jaksa terhadap pelaksanaa  tugas dan 
fungs jabatannya.
Secara gars besar, tugas dan wewenag 
dar koms kejaksaan sesua dengan yang 
sudah datur dalam Peraturan Presden 
nomor 18 tahun 2005 cukup memada 
untuk melakukan perubahan d dalam tubuh 
kejaksaan pada umumnya, hal n drasa 
cukup bsa untuk menngkatkan knerja 
lembaga kejaksaan dalam menegakkan 
hukum, banyak pendapat yang mengatakan 
bahwa apabla kejaksaan memerksa 
anggotanya sendr ujungny  tdak akan 
terlhat kebenarannya, hal nlah yang ng 
dhapus agar jaksa dapat menjalankan 
tugasnya dengan benar benar tulus khlas.  
3.2. Kendala komisi kejaksaan dalam 
melakukan pengawasan.
1. Kendala internal.
Ada beberapa kendala yang dalam oleh 
Koms Kejaksaan yatu antara lan adalah 
dar faktor nternal dar tubuh kejaksaan tu 
sendr. Faktor nternal tu sendr adalah 
pelaksanaan tugas koms kejaksaan terganjal 
pada tdak boleh dlakukannya ntervens 
terhadap kelancaran tugas kednasan jaksa 
serta dlarang untuk melakukan ntervens 
dalam hal kemandran jaksa terkat dengan 
penuntutan, hal n bsa dblang sebaga 
salah satu ntervens dar tubuh kejaksaan 
tu sendr, ada beberpa dugaan yang muncul 
yatu antara lan kejaksaan tdak ngn 
keburukan dar tubuh lembaganya tercum 
oleh masyarakat pada umumnya.
 Keberadaan koms kejaksaan yang 
bertugas untuk melakukan pengawasan 
danggap tdak sepenuhnya menyenangkan, 
koms kejaksaan yang pada  tujuan 
pembentukannya memlk tujuan yang 
bak danggap justru akan menjatuhkan 
kejaksaan, banyak tantangan yang ddapat 
dalam menjalankan tugasnya.
Pelaksanaan pengawasan n memeng 
drasa kurang efektf dan berlarut-larut 
8 Teguh Prasetyo & Abdul Halm Barkatullah, 2012, 
Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, hlm.367.
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dalam proses pemerksaannya serta terbatas 
mengena akses untuk  mengetahu bak 
proses maupun hasl dar pemerksaan tu 
sedr. Berdasarkan hal tersebut pembaharuan 
d bdang pengawasan d Kejaksaan lebh 
dfokuskan pada penerapan transparans, 
partspas dan akuntabltas serta penjabaran 
tata cara pengawasan.
Koms Kejaksaan melakukan cara 
untuk mengantspas masalah d atas yatu 
dengan cara membangun snerg dengan 
phak kejaksaan, yang artnya menjaln 
persahabatan dengan phak kejaksaan, akan 
tetap d ss lan koms kejaksaan melakukan 
pemantauan atas knerja jaksa dan pegawa 
kejaksaan. 
Metode  n drasa dapat memberkan 
akses bag koms kejaksaan untuk memantau 
knerja jaksa dan pegawa kejaksaan tanpa 
rasa curga dan salng tukar menukar 
nformas antara koms kejaksaan dengan 
kejaksaan agung pada khususnya.
 Kebjakan dan keputusan dar nternal 
kejaksaan sendr jarang memberkan 
efek jera bag oknum jaksa yang terbukt 
bersalah, padahal serngkal aspek pdana 
atas perbuatannya sudah memenuh 
unsur. Namun, kebanyakan jaksa nakal 
Cuma menerma sanks admnstrats dar 
pmpnannya. 
2. Kendala eksternal.  
Banyak kendala eksternal yang ddapat 
oleh koms kejaksaan antara lan, kendala 
dar kepentngan kelompok tertentu yang 
yang cenderung ngn menghambat knerja 
dar koms kejaksaan tersebut. Selan tu 
juga koms kejaksaan terkendala dengan 
nformas yang sangat mnm d dapat, hal n 
dkarenakan berbaga macam factor antara 
lan, faktor dar kejaksaan tu sendr yang 
sangat menjaga nama bak dar nstansnya 
tersebut d muka umum. Sangat logs bahwa 
dalam prakteknya tdak satu nstanspun 
yang pada dasarnya ngn membuka ab d 
dalam tubuh nstansnya sendr d hadapan 
publk, nlah yang justru membuat kejaksaan 
semakn tdak dapat d kontrol oleh koms 
keljaksaan. 
Faktor rendahnya sanks yang 
dkenakan kepada oknum jaksa bermasalah 
bukan menjad satu-satunya faktor yang 
menjad penghambat dalam pengawasan 
terhadap knerja jaksa dan pegawa 
kejaksaan. Longgarnya pengawasan terhadap 
knerja kejaksaan pada umumnya dpandang 
turut ambl bagan pada eksstens jaksa-
jaksa nakal. Dalam hal n, koms kejaksaan 
seharusnya berperan besar menjalankan 
fungsnya.
Selan tu juga peran koms kejaksaan 
yang seharusnya sangat pentng sepert 
halnya koms-koms lan yang ada d 
Indonesa n kurang muncul. Sepert kta 
ketahu bahwa peran koms yudsal, koms 
pemberantasan korups, dan koms lannya 
sangat santer dalam pembertaan untuk 
menangan sengketa, n sangat berbeda 
jauh dengan apa yang d alam oleh koms 
kejaksaan. Dalam artan bahwa keberadaan 
koms kejaksaan d Negara Indonesa n 
kurang mendapat tempat d hat masyarakat 
Indonesa d karenakan apa yang menjad 
tugas dan kewenangannya tdak dapat d 
jalanjakan sebak mungkn d karenakan 
hambatan dar berbaga faktor pendukung.9
9 Leden Marpaung, 2005,  Asas Teori Praktik Hukum 
Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.16. 
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IV.  PENUTUP
4.1. Simpulan
Secara gars besar, dapat dtark suatu 
kesmpulan yatu sebaga berkut :
1. Proses kerja dan pengawasan oleh 
koms kejaksaan terhadap tugas 
jaksa dlakukan sebaga berkut yatu 
Menerma laporan dar masyarakat 
bahwa dalam suatu nstans kejaksaan 
telah terjad penyalah gunaan 
kewenangan dalam pelaksanaan 
tugas jaksa sebaga penuntut umum. 
Selambat-lambatnya dalam kurun 
waktu tga (3) bulan atau Semblan 
puluh (90) har apabla phak pengawas 
d dalam kejaksaan tersebut belum 
selesa menangan perkara yang ada 
maka perkara tersebut d ambl alh 
oleh koms kejaksaan. Setelah selesa 
d tangan, laporan tersebut d berkan 
kepada jaksa agung muda pengawasan, 
dan setelah tu Jaksa Agung Muda 
pengawasan tersebut yang berwenang 
untuk memberkan sanks. Sanks 
tersebut dapat berupa:
Hukuman dspln rngan berupa:
a) Teguran lsan.
b) Teguran tertuls.
c) Pernyataan tdak puas secara tertuls.
Hukuman dspln sedang berupa:
a) Penundaan kenakan gaj berkala untuk 
waktu palng lama satu tahun.
b) Penurunan gaj sebesar satu kal 
kenakan gaj berkala untuk waktu 
palng lama satu tahun.
c) Penundaan kenakan pangkat untuk 
waktu palng lama satu tahun.
Hukuman dspln berat berupa:
a) Penurunan pangkat ke pangkat yang 
setngkat lebh rendah untuk waktu 
palng lama satu tahun.
b) Pembebasan dar tugas dan jabatan 
untuk sementara.
c) Pemberhentan dengan tdak hormat 
atas sebagan PNS atau pengunduran 
dr sebaga PNS.
2. Kendala Koms Kejaksaan dalam 
melakukan pengawasan adalah: 
a. Kendala nternal yatu:
 1) Pelaksanaan tugas koms 
kejaksaan terganjal pada sfat 
tdak boleh melakukan ntervens 
terhadap tugas jaksa. 
 2) keberadaan koms kejaksaan 
yang bertugas untuk melakukan 
pengawasan danggap tdak 
sepenuhnya menyenangkan, 
b. Kendala eksternal yatu: 
1) Kendala dar kepentngan kelompok 
tertentu yang yang cenderung ngn 
menghambat knerja dar koms 
kejaksaan tersebut. 
2) Koms Kejaksaan terkendala dengan 
nformas yang sangat mnm d dapat, 
hal n dkarenakan berbaga macam 
faktor antara lan, faktor dar kejaksaan 
tu sendr yang sangat menjaga nama 
bak dar nstansnya tersebut d muka 
umum. 
4.2. Saran
Dengan memperhatkan keseluruhan 
rangkaan mengena peran dan mekansme 
kerja koms kejaksaan, maka penuls dalam 
kesempatan n mempunya saran-saran 
sebaga berkut: 
a. Perhal mengangkat peran koms 
kejaksaan agar setara dengan peran 
koms-koms lannya yang ada d 
Indonesa, maka hendaklah masyarakat 
pada umumnya dan kejaksaan pada 
khususnya berperan dalam proses 
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pengawasan terhadap knerja jaksa 
penuntut umum maupun pegawa 
kejaksaan.
b. Kta sebaga masyarakat yang ngn 
selalu d lndung oleh hukum yang 
adl, hendaklah berskap transparan 
apabla ada perbuatan menympang 
yang dlakukan oleh aparat penegak 
hukum kta, jangan segan-segan 
untuk melaporkan apa yang menjad 
kesalahan mereka.
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